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ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK 
 

FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT. X 

 
 

ABSTRAK 

Ni Putu Riska Adnyadewi 

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam membangun sarana dan prasarana di 

Indonesia. Penghasilan sehubungan dengan jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan 

Final pasal 4 ayat (2) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan 

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X dalam hal 

ini terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 ayat (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X dikenakan tarif Pajak 

Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sebesar 3%. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pasal 

4 ayat (2) yang dilakukan oleh PT.X belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2022 karena pihak yang diajak bekerjasama (Pemotong) dalam hal ini PT.W 

tidak mengetahui adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas 

Usaha Jasa Konstruksi. Penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha 

jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada PT.X telah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

 
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi 
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ANALYSIS RELATED TO CHANGES IN THE APPLICATION OF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Final Income Tax, Construction Services 

Construction services have an important role in building facilities and infrastructure in 

Indonesia. Income in connection with construction services is subject to Final Income 

Tax article 4 paragraph (2) The purpose of this study is to analyze the application of Final 

Income Tax article 4 paragraph (2) on construction service businesses at PT. X in this 

case is related to the calculation, withholding, depositing, and reporting of Final Income 

Tax Article 4 paragraph (2). The results showed that PT. X is subject to the Final Income 

Tax rate article 4 paragraph (2) of 3%. Final Income Tax calculation article 4 paragraph 

(2) conducted by PT. X is not in accordance with Government Regulation Number 9 of 

2022 because the party invited to cooperate (Cutter) in this case PT. W is not aware of 

any changes in the rate of Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Construction 

Service Businesses. Application of Final Income Tax article 4 paragraph (2) on construc- 

tion service business in terms of withholding, depositing and reporting at PT. X has been 

implemented in accordance with applicable tax regulations. 

THE FINAL CONSTRUCTION TAX RATE ACCORDING TO PP 

NO. 9 OF 2022 AT PT. X 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang 

Perubahan kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kekayaan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian negara dalam 

pembangunan keuangan, khususnya mencari sumber pendapatan dalam negeri. 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan memiliki kontribusi yang 

cukup tinggi di dalamnya. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga 

negara. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan 

 

pemerintah kepada masyarakat bermacam-macam salah satunya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). PPh itu sendiri merupakan salah satu sektor pajak yang paling 

berpengaruh di Indonesia. 

Jasa konstruksi merupakan bagian dari banyaknya pengenaan pajak 

terhadap penghasilan dan salah satu sektor usaha yang wajib melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Seperti halnya perusahaan lain, bisnis jasa konstruksi 

bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis (Nurdiana dan 

Fadilah, 2022). 

Pemerintah melihat potensi besar dalam sektor jasa konstruksi dan turut 

mengakomodasi melalui sejumlah kebijakan. Dalam Sidang Paripurna DPR RI 
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negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak berasal dari rakyat dan ditujukan untuk 

kepentingan rakyat. Penerimaan pajak oleh negara sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan suatu negara (Widjaja, 2021). Contohnya adalah dalam pembangunan 

infrastruktur pemerintah seperti jalan, jembatan, sekolah, gedung dan layanan 

pemerintah lainnya. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau usaha dari 

warga negara secara tidak langsung dalam membantu membangun perubahan 

negeri. 

Perubahan seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi atau krisis keuangan,  

dapat mendorong pemerintah untuk mengubah tarif pajak sebagai upaya untuk 

mengoptimalkan pendapatan negara, mendukung pembangunan infrastruktur, 

atau merespon kondisi ekonomi. Perubahan tarif pajak konstruksi dapat menjadi 

bagian dari strategi tersebut. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh 
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lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu 

bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa 

oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang 

perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk 

dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah 

pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang 

profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan 

kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan 

atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu 

penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, 

dan pembangunan (engineering, procurement and contructions) serta model 

penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Pengawasan 

 

tanggal 7 Oktober tahun 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, salah satunya yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2022 yang disahkan pada 21 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diuraikan bahwa, Jasa 

Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, 

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi 

pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan 

yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan 

ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu 

melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa tarif 

pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda, dilihat berdasarkan 

kualifikasi usaha yang dimiliki. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas 

jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat dalam kualifikasi usaha kecil 

dikenai tarif sebesar 2%, untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat 

badan usaha dengan skala kualifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif 
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sebesar 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka 

Pajak Penghasilan yang dipotong atas jasa konstruksinya sebesar 4%. Jasa 

perencanaan dan pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% bagi yang 

memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi penyedia jasa yang tidak 

memiliki sertifikat badan usaha. 

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, 

mengoptimalkan, penerimaan negara melalui pajak juga meningkatkan kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak, dilaksanakan salah satunya melalui penetapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan 

 

perencanaan dan pembangunan. Pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi mengalami perubahan. Untuk pekerjaan 

konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan 

usaha dengan kualifikasi kecil dikenakan tarif 1,75%, Tarif 2,65% untuk penyedia 

jasa pekerjaan konstruksi berskala menengah atau besar, dan 4% untuk penyedia 

jasa pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 2,65% 

atas penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan 

usaha dan tarif 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang 

tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 3,50% untuk penyedia jasa konsultasi 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 21 Februari 2022. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 diuraikan bahwa, Jasa 

konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan 

konstruksi. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana mencakup layanan 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, 

perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu 

bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi 

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan Pembangunan 

kembali suatu bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana 

mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, 

termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan 

perencanaan,   pengadaan,   dan   pembangunan   serta   model   penggabungan 
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konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 6% untuk penyedia jasa 

konsultasi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. 

PT. X merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa 

konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tergolong berskala 

besar. Di tahun 2022 PT.X melakukan kerja sama dengan PT.W dimana PT.W 

sebagai pihak pemotong tidak mengetahui terkait adanya perubahan terbaru 

pengenaan tarif pajak final konstruksi, sehingga penghasilan atas pekerjaan 

konstruksi pada PT.X masih dikenakan tarif peraturan pajak final konstruksi 

sebelumnya yaitu sebesar 3%, dimana tarif pajak yang seharusnya dikenakan 

sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PP No.9 Tahun 2022 sebesar 2,65%. Hal ini 

 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 

(2) sesuai dengan PP No.9 Tahun 2022 atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT.X 

tahun 2022? 

mengakibatkan adanya lebih bayar PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa 

konstruksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang 

tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT.X tahun 2022 

dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis menganggap 

penting untuk membahas tentang “Analisis Terkait Perubahan Penerapan Tarif 

Pajak Final Konstruksi Sesuai PP No.9 Tahun 2022 Pada PT.X ”. 

1.2    Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di   atas,   maka   rumusan   masalah   dari 
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dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP No.9 tahun 

2022 tentang usaha jasa konstruksi dan sebagai bahan referensi untuk 

peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai media untuk 

menerapkan teori perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan 

Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang diperoleh selama 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi pada dunia 

industri serta sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan 

program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan Politeknik 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP 

No.9 Tahun 2022 atas usaha jasa konstruksi pada PT.X apakah sudah sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negeri Bali. 

b. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa terkait materi perkuliahaan khususnya dalam bidang 

perpajakan dan menjadikan cerminan dalam analisis terkait perubahan 

peraturan tarif pajak final konstruksi sesuai peraturan terbaru pada 

dunia industri. 
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c. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi 

bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi 

perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapaan 

perubahan tarif pajak final pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi 

sesuai PP No.9 Tahun 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

yang dilaksanakan oleh PT.X sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 2022 dan PMK No.153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan 

atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008, karena PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa 

kontruksi dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pengguna jasa pada saat 

melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak 

penghasilan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan penelitian dalam laporan ini yaitu 

PT. W sebaiknya selalu update dan meninjau kembali prosedur yang terkait 

dengan pemotongan tarif pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap Pajak Penghasilan 

Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X, 

dalam hal perhitungan masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor. 9 Tahun 2022 yang menggunakan tarif sebesar 3% karena pihak yang 

bekerjasama dalam hal ini PT.W tidak mengetahui adanya perubahan terkait tarif 

pajak final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi. Penerapan PPh Final pasal 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memastikan kepatuhan dan mencegah kesalahan terjadi di masa depan, sehingga 

dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dapat terlaksana berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 
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